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KONTRAK KERJASAMA

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUWN
KLINIK PRATAMA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

DENGAN

PT.ELANG HIZAU BENGKULU SEJAHTERA
Ro. 155/SPK-LB3/EHBS-KP.LP/VIII[2024

Perjanjian Kontrak Kerjasama penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini dilwmt pads harl
Kamis, 29 Agustus 2024 kami vang bertanda tangan di bawah ini .

) Nama : GAYATRY RACHMI RILOWATI, Amd.IP.SH, M.Hum
Jabatan : Kepplz LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGHULU
Alamat : 3. WR Supratman, Kandang Urmun, Muare Barglehulu

Kok Berighasu, Prosdngd Bengiedu

Selanjuinya D sebut sebagai PIHAR PERTAMA.

I1. Nama : ADE DHARMA PUTRA
Jzbztan : Dircldur PY. FLANG HIJAU BENGRULU SEJAHTERA
Alamat : J.Kamtibmas &71.09 RW.02 ¥el.Sumber Jays Xeo Kampung Meiayu

Kola Bengkusi: — Prov Benglasiu
Di sebut sebagst PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagal "PARA
PIHAK”

Pertama — tama PARA PIHAK menerangkan terebih dahulu sebagal berikut

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Penanggung jawab kegiatan yang bergerak dalam bidang
Pelavanan Kesehatan yang berada di alamat tersebut diatas.
Datam upaya penanganan limbah 83 hasil kegiatan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA
merasa perlu menunjuk PIHAK KEDUA untuk menjalin ketie sama sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berfaku.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adaish perusshasn berbadan hulum yang bergerak dibidang
Pengumpuian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun {LB3) vang telah memmiliki Perijinan
dan sesiai dengan ketentuan penviang-uindangan yang berfaku, berikut badan hultim dan
legalitas dari PIHAK KEDUA:

a. HNomor Induk Berusaha : 8120114162082

b. Izin Lingkungan : N0.22 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Tempat
Pengumpulan Lb3

c. Surst Pemenuhon Eambment  © 2010252167/DPMPTSRIV/ 2021

d. Pofis Asuransi Lingkungan : 1040090821100001

. Relom izin Pengangkuian : S.910/PSLBI-PLB3/PK/PLB.3/12/2022
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Dalam pekerjaannya PIHAK KEDUA bekerja sama dengan pihak yang berperan sebagai
pengangkut dan Pengolah akhir ;

PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA berdasarkan mou kerja sama Nomor: 0122/LGL-
PK/EHBS-AMPfII/2023 dan telah mempunyai perijinan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tanggal 18 Februari 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan izin Pengelolaan Limbah B3
Untuk Usaha Jasa menggunakan Insinerator dengan Nomor
$.86/Menihk/Sejen/PLB.3/2/2019.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja samz penanganan limbah B3
hasil kegiatan dari PIHAK PERTAMA, dengan syarat dan ketentuan — ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna terfaksananya penanganan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (LB3) hasil kegiatan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam ketentuan perundang-
undangan vang beraku.

PASAL 2
LINGKUP DAN URAIAN PEKERIAAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pengemasan dan pemilahan limbah B3 sessuai dengan ketentuan
yang berialay;

2. PIHAK KEDUA melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 hasil kegiaten dari
PIHAK PERTAMA dengan menggunakan kendaraan yang telah memiliki izin pengangkutan
limbah B3 dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal
dan ketentuan pengangkutan limbah B3 sebagaimana vang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA memberikan manifest transporter kepada PIHAK PERTAMA untuk
pengangkutan limbah B3 di maksud;

4. Bahwa dalam hal pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud, selain dapat dilakukan
pengangkutan sendiri oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA jugs dapat menunjuk dan
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melimpahkan peiaksanaan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud kepada sebuah
Badan Usaha atau Badan Hukum yang bergerak dalam usaha pengangkutan {(fransporter) limbah
B3 dan telah mempunyai izin dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan veng berlakuy,
yang merupakan mitra usaha dari PIHAK KEDUA, yang pelaksanaannyz atas sepengetahuan
PIHAK PERTAMA ;

5. Bahwa segala resiko dan segala konsekuensi akibat adanyva penunjuken serta pelimpahan
pelaksanaan pengangkutan limbah B3 sebagaimana di maksud kepada Badan Usaha atau Badan
Hukum tersebut oleh PEHAK KEBUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KERDUA.

BASAL 3
HAK B KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan semua limbah B3 dari hasil kegiatannya
kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar biaya jasa dan atau tagihan pemabayaran
vang timbul akibat dari penanganan limbah yang telah di sepakaii berdasarkan surat penawaran. .

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menerima semua limbah B3 dari PIHAK PERTAMA;

4. PIHAK KEDUA berhak menclak untuk mengangkut limbah B3 yang kemasannya rusak dan
tidak sesuai dengan jenis karakteristik limbah B3

5. PIHAK KEDUA menjamin semua surat legalitas yang dimilild dan sesuai gengan perijinan yang
telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya;

6. PIHAK KEDUA berhak menghentikan kegiatan penanganan limbah apabiia PIHAK PERTAMA
tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 3 ayat 2 tersebut di atas.

7. PIHAK KEDUA menjamin segala konsekuensi yang timbul akibat dari pemindahan dan
pengumpitian limbah B3 dari lokasi PIHAK PERTAMA ke lolasi PIHAK KEDUA menjadi
tanggung jewab PIHAK KEDUA.

8. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan complain apablia PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi
kewajiban yang tertera di pasal 3 Ayat 3 dan Ayat 7.

PASAL 4
PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA
1. PIHAK KEDUA menerimz biava atas jasa pengangkutan,pengumpulan dan pemusnahan limbah
B3 dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan sural penawaran harge yang telah disepakati
bersama, melaiui Rekening Bank Mandiri Nomor : 1790044118888
Atas nama * PT.Elang Hijau Benghuliu Sejahtera”

2. Biaya Pengelolaan Limbah B3 (Pemindahan,Pengumpulan, Pengangkutan dan pengolahan)
tertuang terpissh dalam bentuk surat penawaran harga yang telah disepakat oleh “PARA
PIHAK".
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PARA PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauen kembali atas biaya jasa vang telah
disepakati bersama oleh PARA PIMAK, apabila dikemudian hari terjadi perubahan
perkembangan situasi perekonomian nasional dan moneter yang dapat berdampak langsung
dengan permasalahan mengenai usaha jasa pengangkutan, pengumpulan dan pemusnahan
limbah B3 vang dimaksud;

PASALS
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia;

Setiap perselisthan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjaniian
ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

. Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka PARA

PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Kantor Kepanitera-an Pengadilan
Negeri Kotz Bengkulu: Provinsi Bengkulu.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai Perjanjian ini
apabila terjadi keadaan-keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan Kkahar {"Force
Majeure”), yaitu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, dihindari, dan diluar kekuasaan PARA
PIHAK atau salah satu pihak, yaitu peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, huru
hara, malapetaka alam, kerusuhan massa, dan atau sabotase teroris yang melanda salah satu
Pihak atau peristiwa keadaan memaksa lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk metakukan
pemenuhan kewajiban kepada Pihak lainnya;

Pihak yang mengalami Force Mejeure sebagaimana terurai dalam ayat (1) Pasal ini, wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai penundaan pemenuhan Prestasi
maupun ketidekmampuan Pihalnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pedanjian
ini, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejok terjadinya keadaan-keadaan
yang tergolong sebagai force majeure tersebut. Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka
Pihak lainnya berhak untuk menolak keadaan force majeure sebagai dasar atau alasan
penundaan atau tidek dipenuhinya kewajiban Pihak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan
Perjaniian;

Pada saat berakhimya keadaan yang termasuk dalam force majeure sebagaimana diuraikan

dalam ayat (1) di atas, maka PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan

kewajibannya dan haknya sebagaimana di atur dalam Perjaniian ini;
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4. Force Majeure harus diketehul dan digasorkan pada kelorongan resmi deni pejebet vang
berwenang di tempat terjadinya Force Majeure,

FARSAL7
FEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANIIAN

1. Perjanjlan ini besiaku selama PARA PIHAK masih menjelin kerjasama  sehbagaimana
kesepekatan PARA PIHAK,

2. Pihek yang fdak ddera i2ni {"Pihak Yang Tidak Cidera Jonii”) dapat mengakhii jangka
wakty Perargian i delam hel Fihek lain dianggep Gdak mempu dan/atau gagyl memenuhi
sebagian atau selurub kewajibsnnye ("Pihak Cidera Janji™) sehagaimana telah disepakati
dalam perjaniien ini, dengan memberitaian secara tertulis teriebih damsu selambat-lambatnye
30 {tiga puluh) har kalender kepada Pihak Yang Gders Janji;

3. Hak-hak don kewaiiben masing-masing Pihak yang t=iah tmind 2tau ads bordesarken Perfanjian
ini sebelum pengakhiran Perjamjion, mash telap berieku berdasarkan Perjanjian i ssmpai
dengan selesaimya/toriaksananye kewaiban-kewaiben tersebut

4. Sehubungan dengan pengakhiran Perioniian ini, PARA PIHAX sepakat untuk mengesampingkan
ketentuen Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya kelentuan
yang mengharuskan keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran suatu Perjanjian.

PASALS
MASA PERIANJIAN
1. Perjanfian ini berlaku selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tangaal :
29 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang kembali atas
kesepakatan PARA PTHAK;

2. Dalam sefisp menghadapi akhir masa perienfan kerjasama, PIHAK PERTAMA cenakat untuk
tetap lebih mengutamakan menjalin  kerjasama dengen PIHAK  KEDUA dalam  hal
pengangxulan, pengolaien den pemusnahan §mbah B3 hasil kegiatan PINAK PERTAMA.

FASALS
FERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
Segala sesuatu yang belum diatur atau diperlulan adenya perbaikan dalam perjaniian ini, sedangkan
PARA PEHAK menghendeki yang Sifatnya melengkapi atau memperbaild, akan distur den diteniukan
kemudian cleh PARA PIHAK untuk disepskati bersama seria dibuat secara tertulis dalam perjaniian
tambahan (addendum) stou perbeiian perandian (amandemen) don menupalan bagian yang tidak
terpisahkan dati perianiian ini.
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PASAL 10

PENUTUP
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani atas kesepakatan PARA
PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang harus ditaat dan
merupakan undang-undang bagi PARA PIHAK yang membuatnya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

KLINIK PRATAMALAPAS PEREMPUAN KELAS I8 BKL  PT. ELANG HIJAU BENGKULU SEJAHTERA
R - s o

PRERILOWATL, Amd.IP.SH, M.Hum ADE
y PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU DIREKTUR
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